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Abstract 

Approach on the study of rural service development is often confused with 
general regional development study in which both development indicators are 
tnterchanged. However the two study are closely related and able to contribute 
one to another. A confusion also exists in the setting up of the concepts of social 
services, economic services, and infrastructures functions. As such, tl/e study of 
seroice development should have a great care of the study implication in which 
sectoral action planning should Jo.llow up. This article tries to present an 
operational approach on the 'rural service development with an tlustrative case 
study ofYogyakarta Special Region. · · 

Jntisari 

Hamptran studi pengembangan pelayanan pedesaan sering dtkaburkan 
dengan studi pengembangan wilayah secara umum dengan membaurkan in,. 
dikator-indikator pengembangan. Meskipun demtktan kedua studi tersebut ber­
hubungan erat dan dapat saling menyokong satu dengan yang lainnya. 
Kekurang1elasan muncul pula dalam menggunakan konsf>JJ fungsi pelayanan 
sosial, pelay'anan ekonomt dan infrastruktur. Selain itu, studi pengembangan 
pelayanan int semestinya memberikan perhatian besar pada tmplikasi studi 
untuk ditindak-lanjuti oleh perencanaan kegiatan sektoral. Artikel tni berusaha 
untuk menyajikan satu hampiran o'perasional pengembangan pelayanan pede­
saan dengan tlustrasi sebuah studt kasus PropinsiDaerah /stimewa Yogya-karta. 

Pengantar 

Pada dasarnya setiap orang memer- · 
lukan pelayanan dasar yang ·kurang le­
bih sama untuk menopang hidup dan 
kegiatan mcreka. Hanya kemudian 
kualitas dan kuantitas fasilitas pelayan­
an yang dikehendaki serta intcnsitas 
penggunaannya tumbuh bcrbeda dari 
satu individu ke individu Jain, da'ri satu 

wilayah ke wilayah lain, seiring dengan 
tingkat perkembangan sosto ekonomi 
mereka. Ini bisa jelas diamati dengan 
misalnya menghadakan fasilitas-fasilitas 
pelayanan yang ada di desa dengan di 
kota, atau yang ada di negara-negara 
berkembang dengan negara m<!.ju. 

Dibandingkan dengan penduduk 
kota, dengan mudah dapat dis usn daftar 
panjang kekurangan penduduk pede-
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saan akan fasilitas- fasilitas pelayanan 
semacam; kesehatan dan pendidikan, 
suplai air bersih, listrik, energi, informa­
si, jalan,.transportasi, pasar dan lembaga 
keuangan , dan seterusnya. Melalui 
analisa pcnyebab dan pengaruh dari ke­
ragaman pelayanan yang ada serta pola 
yang muncul, telah melahirkan teori­
teori seperti: location theory dari Von 
Thunen, rank-size rule yang dikem­
bangkan oleh Felix Aurbach, dan The 
christaller central place model serta 
pengembangannya oleh August Losch 
(Hagget, 1972). Dengan menginventa­
risir karakteristik fasilitas pelayanan 
yang ada, dapat distrukturkan suatu 
hlrarki wilayah, (paling tidak tiga lapis 
hirarki), yang terdiri atas regional cities, 
district towns, dan lovality towns 
(ESCAP, 1972). 

Artikel Jni tak ctimaksudkan untuk 
mengarah pada metode hirarki, tidak 
pula memusatkan pada st~di tentang 
pusat-pusat pelayanan, tetapi mencoba 
menaksir hampiran yang sesuai untuk 
mengindentifikasi tingkat perkembang­
an pelayanan di daerah pedesaan. Da­
lam hal ini, dikandung maksud mem­
berikan masukan bagi perencanaan ke­
giatan sektoral melalui prioritas pe­
n~embangan. 

Perkembangan Wilayah Dan Pertum­
buhan Pelayanan 

Keberadaan fasilitas-fasilitas pela­
yanan di suatu,-daerah, dipandang dari 
pendirian awalnya dapat merupakan 
fungsi dari kebijakan peqterintah 
(policy function) atau perkembangan 
yang dilakukan masyarakat sendiri 
(autonomous/non-policy function) . 

Perkembangan pelayanan secara 
antonomous tampaknya berlangsung 
lebih dahulu dibanding perkembangan 
dengan intervensi pemerintah . 
Pelayanan tersebut tumbuh bersesuaian 
dengan potensi perkembangan wilayah 

yang ada. Untuk berbicara lebih jauh 
tentang hal ini, tak bisa dielakkan untuk 
meninjau sejarah. 

Telah umum diketahui bahwa perta­
nian merupakan tahap pertama kegiatan 
ekonomi dan karenanya lahan merupa­
kan basis dari ekonomi, kultur, struktur 
keluarga dan politik. Berkaitan dengan 
hal tersebut, pemukiman-pemukiman 
awal tumbuh secara spontan di daerah 
dataran rendah yang potensial untuk 
pertanian didukung oleh ketersediaan 
fasilitas pengairan (sungai). Pertumbuh­
an pertanian menarik tumbuhnya pela­
yanan yang masih berkaitan dengan ke-

. giatan dan produksi pertanian. Seiring 
dengan berjalannya waktu, daerah ter­
sebut makin berkembang dan meluas 
dengan kegiatan dan fasilitas pelayanan 
yang lebih beragam. Kemudian diperlu­
kan intervensi pemerintah untuk meng­
atur k~pentingan masyarakat banyak, 
memberikan rangsangan dan peng­
awasan, mencukupi kebutuhan akan 
fasilitas pelayanan serta mengem­
bangkan pelayanan masyarakat yang su­
dah ada. 

Perkembangan pelayanan oleh ma­
syarakat secara autonomous pada awal­
awalnya agak cenderung mempunyai 
orientasi sosial. Dewasa ini pelayanan 
yang tumbuh lebih bersifat komersil. 
Meskipun demikian, ada kesamaan da­
lam pendorong tumbuhnya yaitu untuk 
mencukupi kebutuhan masyarakat akan 
pelayanan sosial dan ekonomi. 

Perkembangan pelayanan yang 
didasarl oleh fungsi kebijakan peme­
rintah (policy function) bisa sebagai 
kelanjutan dari perkembangan yang di­
lakukan oleh masyarakat atau pel)g­
adaan fasi!itas pelayanan baru yang be­
tum ada di suatu daerah. Pada umumnya 
ada kerenderungan bahwa daerah yang 
telah terbentuk sebagai pusat-pusat pe­
layanan (daerah urban), menyerap le­
bih banyak investasi dan in!,.crvensi pe­
merintah jika dibandingkan"&ngan dae­
rah sub-urban atau pedesaan. Di daerah 
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urban kebutuhan akan fasilitas pelayan­
an dan infrastruktur secara kualitatif 
dan kuantitatif tumbuh secara lebih 
cepat jika dibandingkan dengan orde 
wilayah yang lebih rendah. Esensinya, 
pembangunan ekonomi di suatu daerah 
akan sating mengait dengan perkemba­
ngan fasilitas pelayanan pertumbuhan 
ekonomi daerah membutuhkan du­
kungan pengadaan dan perluasan pela­
yanan. Ketersediaan pelayanan tersebut 
pada gilirannya akan menstimulier per­
kembangan ekonomi lebih lanjut. Ka­
renanya, kebijakan pembangunnan 
wilayah berjalan bersama-sama _dengan 
penyediaan pelayanan sosial, ekonomi 
dan infrastruktur. 

Pembicaraan ini mempunyai impli­
kasi bahwa meskipun kerangka kebijak­
an pembangunan nasional meletakkan 
prinsip pemerataan termasuk pemera­
taan distribusi pelayanan, mesti disadari 
bahwa kesenjangan orde wilayah akan 
te tap muncul. lni dikarenakan tidak se­
tiap pelayanan fisibel untuk setiap dae­
rah. Hal ini merupakan salah satu faktor 
penyebab berlanjutnya migrasi desa­
kota. Pada akhirnya, daerah tujjuan mi­
grasi mcmerlukan lebih banyak investasi 
untuk mcmperluas dan menambah fasi­
litas pelayanan untuk para migran ter­
schut. 

Pentingnya Kejelasan Konsep 

Pengelompokan pelayanan dalam 
kategori sosial dan ekonomi perlu untuk 
dijelaskan. Dalam banyak kasus, fasilitas 
pelayanan nampak mempunyai kom­
ponen sosial dan ekonomi sehingga sulit 
untuk mcmbedakannya. Fasilitas pen­
didikan, sebagai misal, dapat berpen­
garuh terhadap pembangunan ekonomi 
dcngan menghasilkan tenaga kerja ber­
kcahlian. Tetapi, fasilitas pendidikan ju­
ga mengandung keuntungan sosial bagi 
mcreka yang mendapatkannya. Untuk 
pcngelompokan ini, Conyers (1982) 

menyarankan untuk menekankan pada 
aspek impUkasi yang jelas atau impli­
kasi langsung dari pelayanan tersebut. 

Meskipun demikian, sejumlah aspek pe­
layanan cukup membingungkan untuk 
dikelompokan dalam kedua kategori 
(sosial atau ekonomi) tersebut karena 
implikasi langsungnya dipandang tidak 
jelas, yaitu: jalan, transport, suplai air, 
energi, listrik dan sebagainya. Akan 
tidak menjadi masalah jika pelayanan 
tersebut dibangun untuk tujuan terten­
tu. Suplai air bisa untuk irigasi atau air 
minum domestik. Dalam kasus tersebut 
implikasinya jelas. Kalau tidak, satu sur­
vai tentang implikasi utama yang di­
akibatkan oleh fasilitas pelayanan perlu 
dilakukan untuk sampai pada penemu­
an apakah fasilitas pelayanan tersebut 
lebih merupakan fungsi sosial a tau eko- . 
nomi. Meskipun demikian, alternatiflain 
bisan ditempuh yaitu dengan membuat 
tambahan kelompok yaitu pelayanan 
infrastruktur atau pelayanan pendu­
kung sosial ekonomi. 
· Penting untuk dicatat bahwa studi 

tentang pelayanan masyarakat sebaik­
nya dikaitkan dengan perencanaan 
untuk kegiatan sektoral. Karenanya pen­
ling untuk membuat spesiflkasi pela­
yanan dalam sektor-sektor yang sesuai 
dengan kelembagaan pemerintah yang 
ada. Menyajikan sebuah index perkem­
bangan pelayanan suatu daerah hanya 
berguna untuk penaksiran perkembang­
an pelayanan secara umum, tetapi sulit 
diserap oleh instansi sektoral untuk di­
tindaklanjuti. 

Ketidak-jelasan dan kesalah-paham­
an juga muncul dalam menentukan apa­
kah satu aspek merupakan fungsi pela­
yanan atau fungsi kegiatan. Sebuah pa­
brik atau industri pedesaan secara gam­
pang dapat dihiturig sebagai ~layanan 
ekonomi, meskipun sebetulnya kedua­
nya merupakan fungsi kegiatan seperti 
halnya kegiatan pertanian, karyawan, 
dan semacamnya. Satu hal yang jelas 
adalah pelayanan berkaitan dengan 
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kelemb:Ulaan. Sumber daya alam dan 
manusia, produksi dan kegiatan bukan­
lah pelayanan. Meskipun deligan meng­
kombinasikan fasilitas pelayanan 
de-ngan aspek-aspek lainnya dapat 
diterapkan sebagai indikator untuk 
menaksir tingkat perkembangan wilayah 
(lTC, 1988). 

Mencari Parameter Pelayanan Yang 
Kuat 

Cantumkan gedung bioskop pada 
daftar fasilitas pelayanan pedesaan 
untuk stucli pengembangan wilayah da­
sar, hasilnya akan no) untuk situasi dae­
rah pedesaan seperti Indonesia. Pada 
saat sampai pada pengolahan dan ana­
lisa data keadaan tersebut dengan mu­
dahnya ditafsirkan sebagai tingkat per­
kembangan pelayanan yang rendah. Ke­
mudian rekomendasi diajukan untuk 
mengadakan fasilitas hiburan dalam 
bentuk gedung bioskop di daerah 
pedesaan tersebut. Rekomendasi ter­
sebut tampaknya tidak akan mendapat­
kan · respon. Tanpa studi kelayakan, 
hanya dengan awang-awang analisa un­
tung-rugi, proyek tersebut tidak layak 
dilaksanakan. Setiap orang mengingin­
kan semuanya, tetapi tidak setiap orang 
mampu menggunakan semuanya. Di 
balik fasilitas pelayanan, ada per­
syaratan minimum untuk menjamin 
kelangsungan hidup fasilitas pelayanan 
tersebut. Ada biaya yang perlu ditang­
gung untuk menjadikan pelayanan tetap 
bertahan. Karena itu, mengenali karak­
terlstik umum daerah merupakan sa­
lah satu hal yang penting dalam memilih 

. parameter. 

Aspek penting lainnya adalah me­
ngetahui karakteristik pelayanan. Ada 
program atau proyek pemerintah yang 
didistribusikan merata sebagai fungsi 
dari daerah atau jumlah penduduk. 
Dalam kaitan ini, ada kemungkinan 
bahwa variasi yang muncul kecil atau 

mungkin sama antara satu dengan desa 
yang lain. 

lstilah fasilitas pelayanan dasar me­
rupakan konsep yang relatif yang ber­
hubungan dengan perkembangan wila­
yah. Di daerah yang maju perkemban­
gannya, suatu pelayanan dapat dikelas­
kan sebagai pelayanan dasar sementara 
di daerah yang kurang berkembang fasi­
litas tersebut bukan pelayanan dasar. 
Mengingat perencanaan pembangunan 
merupakan proses yang kontinyu untuk 
membawa peningkatan (Conyers, 
1985), sebaiknay menggunakan pula pe­
layanan yang sed,ikit lebih tinggi dan di­
masukkan dalam kriteria pelayanan da­
sar. Pembahasan sub-sub ini diarahkan 
untuk menandai hampiran dalam pe­
milihan parameter pelayanan yang kuat 
sehingga studi akan memberikan ja­
waban daerah mana yang harus dibantu, 
deng'an referensi karakteristik daerah 
yang kurang lebih sama yang disebut 
sebagai pedesaan. 

Metode Penaksiran Perkembangan 
Pelayanan 

Tiga metode pengukuran dikaji di 
sini, dari metode yang agak kasar ke 
yang agak halus. Metode-metode terse­
but adalah : ketersediaan pelayanan 
(service availability), jumlah keter­
sediaan pelayanan (size of service 
availability) dan fungsi pelayanan yang 
tersedia (the function of se·ivice 
availability) . 

Metode ketersediaan pelayanan 
merupakan metode yang agak kasar 
untuk menaksir perkembangan 
pelayanan di suatu daerah yaitu dengan 
menc~tat ada atau tidaknya suatu fasi­
litas pelayanan di suatu daerah. Satu 
jenis pelayanan yang ada akan menda­
patkan nilai 1 dan yang tidak akan men­
dapatkan nilai 0. Metode j n! dikenal se­
bagai Gutman's ' Scaling dalam peng­
ukuran hirarki wilayah (ESCAP, 1979). 
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Metode 101 tidak mempertimbangkan 
kepemingan relatif dari pelayanan dan 
juga tidak memperhitungkan jumlah pe· 
layanan yang tersedia. 

Metode jumlah ketersediaan pe­
layanan, seperti ditunjukkan oleh na­
manya, menghitung jumlah total unit 
tiap jenis pelayanan yang ada. Penger­
tian 'ada' yang dalam metode keter­
sediaan mendapat nilai 1, dalam metode 
ini dilacak lebih jauh. Selain 1, ia bisa 2 
atau 3 tcrgantung jumlah unit yang ada. 
Metode ini disebut juga metode scalo· 
gram (Roy et all, 1977). 

Metode fungsi pelayanan yang 
tersedia mencakup keterscdiaan, jum­
lah ketersediaan, kapasitas potensial, 
penggunaan yang berlangsung (the ac­
tual usage), dan beban terhadap poten­
si pengguna (load of potential users) . 
Kctersediaan dan jumlah ketersediaan 
telah didiskusikan di atas. Kapasitas 
potensial menunjukkan kharakteristik 
yang mel'idukung tiap fasilitas pelayanan 
yang ada. Kapasitas penyimpanan pro· 
duk pertanian, sebagai contoh dapat di· 
ek$presikan dalam volume bangunan 
penyimpanan. Pelayanan kesehatan 
masyarakat dapat digambarkan kapa­
sitasnya dari, misalnya, jumlah dokter, 
jumlah paramedis dsb. 

Penggunaan yang berlangsung 
menunjukkan jumlah pengguna sebe· 
narnya dari pelayanan tertentu. Dalam 
hal ini rasio dari jumlah pengunjung tiap 
unit PUSKESMAS, jumlah pasien per 
dokter, jumlah pasien per paramedis, 
serta jumlah pengguna kredit per bank 
unit desa atau KUb menggambarkan.,ls­
tilah tersebut. 

Dalam hal dijumpai hambatan untuk 
mendapatkan informasi statistik dari 
pengguna fasilitas pelayanan, dapat di­
gunakan pendekatan yang lebih umum 
beban pelayanan dari pengguna paten­
sial (the load of potential users). 
Dalam metode ini, parameter yang lebih 
luas digunakan, misalnya jumlah pen­
duduk desa, jumlah petani, jumlah pa-

sangan usia subur, dst. Potensi peng· 
gunaan terhadap pelayanan ditujukan 
oleh misalnya jumlah petani per jumlah 
toko yang menjual Saprotan (Saranan 
produksi pertanian) pertanian, jumlah 
penduduk per unit PUSKESMAS, jumlah 
pasangan usia subur per klinik KB dst. 

Membobot: Hampiran Efektivitas 
Pelayanan 

Pembobotan diterapkan untuk 
membedakan nilai jenis pelayanan yang 
sama tetapi mempunyai tingkatan yang 
berbeda. Pasar harian dan pasar ming­
guan, misalnya, bisa diberikan bobot 
yang berbeda karena implikasinya ter­
hadap kegiatan ekonomi penduduk bisa 
berbeda. Pasar harian f>isa dinilai lebih 
tinggi (misalnya 4) dari pasar mingguan 
(misalnya 2). Fasilitas kesehatan yang 
terdiri dari pos pensuplai otJat-obatan, 
poliklinik kecil, poliklinik dengan dok· 
ter, dan rumah sakit umum regional di· 
bedakan dengan memberi bobot ma­
sing-masing 1, 2, 3, dan 5 (BAP· 
PEDA/IDAP. 1984). Sistem pembobotan 
yang dilakukan dalam Mahaweli Ganga 
Project memberi skor dengan bobot 
yang gradual untuk masing-masing jenis 
pelayanan yaitu 1, 2, dan 3. Pendidikan 
yang terdiri dari Sekolah Menengah Per· 
tama dan sederajat, Sekolah Menengah 
Atas dan sederajat, serta universitas dan 
sederajat diberikan bobot skor masing­
masing 1, 2, dan 3 (ESCAP. 1979). 

Metode pembobotan yang diterap· 
kan oleh IDAP (1985) membedakan de· 
rajat pelayanan sesuai dengan modal pe· 
merataan sosial dan pertumbuhan eko­
nomi. Setiap fasilitas pelayanan menda­
patkan dua nilai yang berbeda ber­
dasarkan derajat peranan pelayanan da­
lam pemerataan sosial atau ~tumbuh· 

an ekonomi, niisalnya: dalam model pe­
merataan sosial pasar harian dan pasar 
mingguan mendapatkan skor berbobot 
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5 dan 6, dalam model pertumbuhan eko­
nomi mendapatkan nilai 4 dan 5. 

Meskipun metode pembobotan 
yang berbeda seperti telah didiskusikan 
menghasilkan nilai yang berbeda, titik 
pangkal pada umumnya dapat dikenali 
yaitu nilai yang ada menggambarkan 
keefektivan suatu jenis pelayanan ter­
tentu dalam mencapai misi yang telah 
dirumuskan. 

Memberl Priotitas: Kontrol Variabel 
Perlu 

Untuk tujuan pembandingan, nilai 
(rasio atau absolut) dari jensi- jenis pe­
layanan yang ada pada tiap unit daerah 
perh.i dijumlahJ<an. Penjumlahan bisa 
dilakukan secara bertahap. Dimulai dari 
sub-total untuk fasilitas pelayanan ter­
tentu, sub-total pelayanan per sektor, 
sub-total pelayanan menurut kelompok 
palayanan utama (major service 
group) dan akhimya total keseluruhan 
Iasllltas p e1ayanan . '0-n'>.-u't.. tft-""fu"m..~~~"S 

an an tar daerah, baik nilai rasio maupun 
absolut tersebut pada tahap pertama 
(menurut pelayanan khusus) perlu di­
bagi dalam kelas-kelas tertentu. Misal­
nya dibuat tiga kelas dengan skor I, II 
dan III yang mewakili kategori daerah 
yang kurang berkembang (backward); 
cukup berkembang (intermediate) dan 
maju (developed). Pada tahap selanjut­
nya, nilai skor tersebut dijumlahkan 
untuk kemudian dibuat skor baru (re­
scoring) sesuai dengan jumlah kelas dan 
kategori yang telah ditentukan. Berda­
sarkan hasil pengkelasan dan pengkate­
gorian inilah dapat dimunculkan reko­
mendasi prioritas pengembangan (de­
velopment priority) pelayanan di pe­
desaan. 

Prioritas tersebut dapat dipertajam 
lebih jauh dengan meninjau aksesibi­
litas penduduk terhadap pelayanan. Ak­
sesibilitas ini dapat untuk menerangkan 
hasil-hasil yang menimbulkan tanda ta-

nya. Dimungkinkan bahwa desa yang 
termasuk maju, mempunyai tingkat 
perkembangan pelayanan yang sam a de­
ngan desa yang tingkat sosial ekono­
minya kurang. Hal ini bisa disebabkan 
oleh dekatnya desa yang maju ke kota 
kabupaten atau kecamatan. Karenanya, 
fasilitas pelayanan tertentu yang tidak 
tersedia di desa tersebut, dapat dijang­
kau dari pelayanan kota kecamatan atau 
kabupaten yang dekat. 

Aksesibilitas dalam studi ini men­
cakup aksesibllitas internal dan akse­
sibilltas eksternal. Aksesibilitas inter­
nal dibatasi pada akses terhadap pela­
yanan didalam batas administrasi yang 
tergantung tingkat studinya. Disarankan 
untuk mengukur jarak dari pelayanan 
yang ada terhadap kelompok pemukim­
an terjauh ( dalam studi tingkat dcsa, 
jarak bisa dihitung terhadap pedukuhan 
terjal.ih). Dapat diasumsikan bahwa se­
makin jauh jaraknya semakin rendah ak­
sesibilitasnya sehingga skornya rendah. 
Karenanya prioritas pengembangan se­
m_e.s.ti.n.v,a di..berikan Qada daerah yang 
rendah aksesibilitas internalnya. 

Aksesibilitas internal merujuk pada 
akses terhadap pelayanan yang ada di 
luar daerah studi. Untuk mengukur ja­
rak, adalah lebih sesuai untuk mcng­
gunakan pelayanan eksternal terdekat 
yang sering atau biasanya digunakan. 
Jaraknya diukur pula dari pemukiman 
terjauh terhadap pelayanan terdekat. 
lni merefleksikan bahwa semakin jauh 
pelayanan eksternal semakin rendah ak­
sesibilitas eksternalnya, dan karena itu 
prioritas pengembangan pelayanan pe­
desaan seharusnya diberikan pada dae­
rah ini. 

Pembahasan dalam artikel ini ,"dapat 
dituangkan dalam sebuah sekuen ske­
m ti~ seperti berikut ini: 
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SCEMATIC SEWUENCE ON THE STUDY OF RURAL BASIC 
SERVICE DEVELOPMENT 

Non-goverment General 
and/or goverment ----- -- - ~ service ~ service establishmen development 

1 I 
l 

I 
Basic ServiCes I 

Grouping 
I 

I I 
i 

Approach: I 
Obvious/Direct I Implication 

I 
I 

-1. I ! 
~ Sosial 

Service 
Ekonomic 

Service 

~ 

lnfrastruktur __ .ll Major Service 
SosEk Suporting 7 group 1-----~ 

Service development 

I 
I 
I 
I 

Specification of service facility in line with govermcnt 
sectoral (departcment) institutions I 

l l . l : 
Health Market Road Trans- I 

Education Bank/Co- portation Sectoral 
Religion - - operation - - Electricity - 7 Service 
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Contoh Kasus Studi Derah lstimewa­
Yogyakarta 

Studi pengcmbangan pelayanan so­
sial dasar di Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dilaksanakan melalui kerja­
sama an tara Fakultas Geografi UGM dcn­
gan Bappeda Propinsi DIY. Studi di­
arahkan untuk menilai fungsi pelayanan 
yang ada di 31 desa yang kurang. Pende­
katan fungsi pelayanan tersebut dida­
sarkan pada kapasitas potensial fasilitas 
pelayanan, penggunaan fasilitas pela­
yanan yang telah berlangsung (the ac­
tual usage) beban pelayanan tersebut 
terhadap potensi pengguna yang ada 
(the potential user). Pendekatan ini 
dikombinasikan sesuai dengan kcterse­
diaan data penggunaan fasilitas pela­
yanan. 

Dalam pemiksiran fungsi fasilitas pe­
layanan, perlu dilakukan pcrhitungan 
rasio jumlah pengguna terhadap jumlah 

· unit fasilitas pelayanan. Dengan menge­
tahui nilai rasio tertinggi dan terendah 
atau pengelompokan (clustering) nilai 
rasio tersebut, masing- masing unit ana­
lisis (desa) dapat dikelompokkan dalam 
tiga kelas dengan skor 1, 2, dan 3 yang 
menunjukkan kategori fungsi pelayanan 
kurang, sedang dan baik. Implikasi dari 
pengkategorian ini adalah pada derajat 
prioritas pengembangan. Dengan kata 
lain prioritas pengembangan lebih Ian­
jut adalah pada suatu fasilitas pelayanan 
dengan skor satu atau kategori . fungsi­
nya kurang. 

Sedang untuk unit analisis yang ti­
dak mempunyai unit pelayanan terse­
but, akan mendapat nilai 0 (nol) . Mes­
kipun demikianj, hal tersebut tidak ha­
rus berarti bahwa kebijakan harus mem­
beri prioritas pengembangan pada desa 
yang belum mempunyai satu fasilitas pe­
layanan, perlu dilihat terlebih dahulu 
apakah desa tersebut dilayani oleh desa 
lain yang jaraknya relatif dekat. 

Dalam analisis ini dibedakan tiga pe­
layanan utama yang mencakup: 

1. Pelayanan sosial · 

2. Pelayanan ekonomi, dan 

3. Infrastruktur pedesaan 

Masing-masing pelayanan utama ter­
sebut tersusun atas fasilitas-fasilitas pe­
layanan yang lebih spcsifik sebagai ber­
ikut: 

1. Pelayanan Sosial 

1. Pendidikan : TK,. SD, SMP,· dan 
SMA 

2. Kesehatan : PUSKESMAS, PUS­
KESMAS Pembantu, PUSKESMAS 
Rawat Tinggal dan Tempat Prak­
tek Paramedis 

3. Keamanan : Gardu Roda dan 
Hansip 

4. Keagamaan : Tempat lbadah 
5. Administrasi dan Penunjang Pem­

bangunan : Kader-kader Penggc-
• rak Pembangunan dan Pamong 

Desa. 
6. Informasi : Rumah Tangga de­

ngan 1V. 

2. Pelayanan Ekonomi 

1. Keuangan : Bank dan KUD 
2. Pemasaran dan Perdagangan: Pa­

sar dan KiosfToko 
3. Pasca Panen : Penjemuran, Peng­

gudangan dan Penggilingan 
4. Reparasi : Mesin dan Elektronik 

3. Infrastruktur Pedesaan 

1. )alan :)alan aspal dan diperkeras 
yang dapat dilalui kendaraan be­
roda empat, 

2. Sambungan Listrik : Rumah Tang­
ga dan Dusun · 

Seperti telah disinggung di atas, 
-pendekatan untuk analisis fungsi "pela­
yanan adalah melalui penghitungan be­
sa"'1J rasio jumlah pengguna suatu fasi­
litas penggunaan pelayanan yang telah 
berlangsung atau rasio potensi peng­
guna terhadap suatu fasilitas pelayanan. 
Untuk penghitungan rasie:;' ·ini perlu ter-

JO Forum Geografi, No. 04 Tahun V /Juli 1991 

- .. ·'"· 



r. 

lrbib dahulu diidentifikasi indikator 
yang dapat mencenninkan derajat fung· 
si :suatu faSilitas pelayanan, yang berarti 
pula akan mempermudah dalam mema­
bami nilai-nilai rasion yang ada. 

Tabel berikut ini memberikan infor­
masi tentang variabel-variabel pelayan· 
an, indikator dan penggunaan indikator 
dalam analisis fungsi pelayanan. 

Tabel Pendekatan Analisis Fungsi Pelayanan Sosial dan Ekonomi 
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 

No. Variabel lndikator Pendekatan Keterangan Metode 
Pelayanan yang digunakan terhadap fungsi 

I. PEI.AYANAN 
SOSIAL 

I. Administrasi jumlah Pamong Desa, Pa· Pamong SMA+/ Semakin besar nilai rasio, Kapasitaa 
dan Penunjang mong Pendidikan .SMA+ , Jumlah Pamong semakin baik fungsi pela· potensial 
jang Pemban· jumlah Rumah langga yanan tersebut 
ngunan Jumlah Kader/ Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 

jumlah RT semakin baik fungsi pela- pot en sial 
yanan te rsebut 

2. i'endidikan jumlah kelas, guru, dan Murid/kelas Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
murid TK. SO, SMP dan semakin kurang fungsi akrual 
SMA pelayanan te rsebut 

3 Kesehata il Jumlah dokte r, paramt:· Pengunjung/ Semakin besar nilai rasio, Penggt~naan 

dis dan pengunjung Pus· dokter semakin kurang fungsi akrual 
kesmas Rawat Tinggal, pelayanan te rsebut 
Puskesmas Pembanru Pengunjung/ Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
dan Tempat Praktek paramedis semakin kurang fungsi akrual 
Paramt:dis pelayanan tersebut 

4. Kf'amanan Jumlah dusu, gardu ron- Gardu ronda/ Semakin besar nilai rasio, Kapasitas 
dan dan anggota Hansip dusun semakin baik fungsi pela- potensial 

yanan tersebut 
Hansip/dusun Semakin besar nilai rasio, Kapasitas 

semakin baik fungsi pela- pontensial 
yanan tersebut 

s. Keagamaan Kapasitas tern pat ibadah, Kapasitas te rn- Semakin besar n ilai rasio, Penggunaan 
jumlah penganut pat ibadah/Jum· semakin baik fungsi pela- pontensial 

lah penganut yanan tersebut 

6. lnformasi Rumah tangga memiliki Rumah ber 1V / Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
lV, jumlah RT RT semakin baik fungsi pela- potensial 

yanan tersebut 

II. PEI.AYANAN 
. 

EKONOMI 
I. Keuangan for- Jumlah Bank, jumlah jumlah Penggu· Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 

mal LUD, dan jumlah peng- na/Bank semakin baik fungsi pela- Akrual 
guna (nasahah) yanan tersebut 

Jumlah Penggu- Semakin besar nilai l)lSio, Penggunaan 
na/KIJD semakin besar fyngsi pela- Akrual 

yanan tersebut 
2. Pemasaran- KUD dan Non-KUD jumlah peda· Semakin bes~ dilai rasio, Pengg)ID!l&n 

Pe rdagangan menjual saprotan , jum- gang pasar/RT semakin bail( fungsi pel a- ·potensral 
lah pedagang pasar, yanan tersebut 
jumlah RT, jumlah RT 
tani jumlah KlJD sa- Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 

protan/RT tani se makin baik fungsi pela- potensial 
y-.tnan te rsebut 
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LANjlJfAN 

No. Variabel lndik\ltor Pendekatan Kete rangan Metod,. 
Pelayanan yang d igunakan te rhadap fungsi 

jumlah Non Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
KUD saprota/ semakin baik fungsi pela· pot,.nsial 
RT tani yanan te rsebut 

~ - Pasca Pane n Luas lantai penjemuran Lantai penjemu- Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
kapasitas gudang, kapa- muran/RT tani sentakin baik fungsi pela- pote nsial 
sitas "penggilangan yanan tersebut 

Kapasitas gu- Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
dang/RT tani · semakin baik fungsi pel a- potensial 

yanan tersebut ' 

4. Reparasi Unit reparasi mesin, Unit reparasi Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
elektro nik, jumlah RT mesin/RT semakin baik fungsi pela- potensial 

yanan te rsebut 
Unit rep. e lek- Semaiin besar nilai rasio, Penggunaan 
tro/ RT semakin baik fungsi pela- potensial 

yanan te rsebut 
Ill. INFRASTRUK-

TUR PEDESA-
AN 

I. Jalan Parii•"g jalan aspal, di- Panjang jalan/ Semakin besar nilai rasio, Kapasitas 
perkeras, lua.s wilayah luas wilayah semakin baik fungsi pe la- potensial . 

yanan tersebut 

2. - Listrik Rumah tangga dengan RT dengan lis- Semakin besar nilai rasio, Penggunaan 
sarnbungan listrik, dan trik/RT SefllJlkin baik fungsi pela- potensial 
dengan listrik, jumlah yanan ten ebut 
dusun, RT. 

Dusun dengan Semakin besar nilai ra.sio, Penggunaan 
listrik/dusun semakin baik fugnsi pela- potensial 

Hasil studi memberikan gambaran ten­
tang tingkat perkembangan pelayanan 
dasar di desa-desa sampel, dari pela­
yanan khususnya misalnya dapat diiden­
tifikasi kekurangan maupun kecukupan 
guru, murid, ruang kelas, maupun unit 
pelayanan sekolah dasar. Kekurangan 
maupun kecukupan parriong desa ber­
pendidikan ntenengah atas, dsb. Pela­
yanan yang bersifat sektoral misalnya 
keadaan fasilitas pelayanan kesehatan, 
pendidikan, keagamaan, dsb. Untuk 
pelayanan menurut kelompok utama 
pelayanan dapat ditunjukkan keadaan 
pelayanan jika dibandingkan desa yang 
lain. Akhirnya secara induktif dapat 
digambarkan tingkat perkembangan 
pelayanan secara umum masing-masing 
desa sampel. 

yanan tersebut 

Kesimpulan 

Studi untuk menaksir perkembang· 
an pelayanan pedesaan menawarkan 
kesempatan yang luas untuk menerap· 
kan berbagai konsep dan metode . 

Meskipun demikian, dituntut ada­
nya argumentasi yang jelas dan rasional 
yang mendukung metode dan konsep 
terscbut. Hal ini disebabkan banyaknya 
aspek yang secara langsung maupun tak 
langsung berkaitan dengan fungsi pela· 
yanan, dan perlu untuk dipertimbang· 
kan secara seksama. Hal yang penting 
untu~imunculkan dari studi ini adalah 
kemampuannya untuk menunjuk titik 
lemah dalam j>elayanan pedesaan agar 
ditindak-lanjuti oleh pere)lcanaan ke· 
giatan instansi sektoral. 
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